WALIKOTA BATU
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BATU

NOMOR a— TAHUN 2020

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATU,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Batu
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan . Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



10.

11.

12,

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem  Perencanaan Pembangunan  Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679),

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028};
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomeor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun
2010 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1
Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor S Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5351);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5233},

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041};

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018
tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6279);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah bheberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019

Halaman 4 dari 13 hlm...



27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun
2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah

tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor

50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke
Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 50/PMK.07/2017 Pengelolaan Transfer ke
Daerah dan Dana Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun
2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan
Daerah, serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban
Dana Operasional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun
2018 tentang Tata Cara Penghitungan,
Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan,
Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun
2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2019,

Halaman 5 dari 13 hlm...



34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42,

43.

Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2009
tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran
Daerah Kota Batu Tahun 2009 Nomor 1/Bj);
Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2010
tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2010 Nomor
1/C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Batu Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor
8 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batu
Tahun 2020 Nomor 6/C);

Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 9 Tahun 2010
tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran
Daerah Kota Batu Tahun 2010 Nomor 2/C);
Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 16 Tahun 2010
tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran
Daerah Kota Batu Tahun 2010 Nomor 5/C)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Batu Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 16 Tahun
2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran
Daerah Kota Batu Tahun 2020 Nomeor 5/C);
Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 17 Tahun 2010
tentang  Retribusi  Pelayanan  Persampahan/
Kebersihan {Lembaran Daerah Kota Batu Tahun
2010 Nomor 6 /Cj;

Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2011
tentang lzin Trayek (Lembaran Daerah Kota Batu
Tahun 2011 Nomor 1/Ej};

Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2011
tentang Izin Mendirikan Bangunan;

Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2011 Nomor
2/A);

Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2012
tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran
Daerah Kota Batu Tahun 2012 Nomor 1/C;
Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2012
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kota Batu Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kota Batu Tahun 2012 Nomor 1/E),
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44,

43.

46.

47.

48.

49.

50.

o1,

52.

33.

54.

Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 10 Tahun 2012
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Batu
kepada PT Bank Jawa Timur (Lembaran Daerah
Kota Batu Tahun 2012 Nomor 4/A),

Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5/D),
Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 6 Tahun 2016
tentang Perseroan Terbatas Batu Wisata Resource
(Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2016 Nomor
6/E};

Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2016
tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan
Terbatas Batu Wisata Resource (Lembaran Daerah
Kota Batu Tahun 2016 Nomor 7/A};

Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2017 Nomor
1/A);

Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2018
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota
Batu Tahun 2018 Nomor 3/Dj);

Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2018
tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum
Among Tirto Kota Batu (Lembaran Daerah Kota Batu
Tahun 2018 Nomeor 71/DJ;

Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 9 Tahun 2018
tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan
Umum Daerah Air Minum Among Tirto Kota Batu
(Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2018 Nomor
9/A);

Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2019
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Batu
Tahun 2019 Nomor 7/B});

Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2019
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Batu
Tahun 2019 Nomor 8/A);

Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2020
tentang Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum
(Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2020 Nomor
3/E);

Halaman 7 dari 13 hlm...



Menetapkan :

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATU
dan
WALIKOTA BATU

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 berupa
Laporan Keuangan memuat:

Laporan Realisasi Anggaran,;

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

Laporan Operasional;

Laporan Perubahan Ekuitas,

Neraca;

Laporan Arus Kas; dan

Catatan atas Laporan Keuangan.

®e a0 T

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah per 31 Desember Tahun Anggaran 2019
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sebagai
berikut:

a. Pendapatan Rp989.384.252.988,50
b. Belanja Rp844.293.362.893,99
c. Transfer Rp102.664.709.392,00
Surplus Rp 42.426.180.702,51
d. Pembiayaan
- Penerimaan Rp271.761.202.385,26
- Pengeluaran Rp 3.500.000.000,00
Pembiayaan netto Rp268.261.202.385,26
Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran (SILPA) Rp310.687.383.087,77
Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

{1} Selisih anggaran pendapatan dengan realisasi
pendapatan sejumlah Rp 3.463.240.767,50 dengan
rincian sebagai berikut:
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3)

(4)

(3)

(6)

a. Anggaran Pendapatan
setelah Perubahan Rp992.847.493.756,00
Realisasi Rp989.384.252.988,50
Selisih Kurang Rp (3.463.240.767,50)
Selisih anggaran belanja dengan realisasi belanja
sejumlah Rp314.150.631.916,27 dengan rincian
sebagai berikut:
a. Anggaran Belanja dan Transfer
setelah Perubahan Rp1.261.108.704.202,26
b. Realisasi Rp 946.958.072.285.,99
Selisih Kurang Rp (314.150.631.916,27)
Selisih anggaran surplus/defisit dengan realisasi
surplus/defisit selisih lebih sejumlah
Rp 225.835.029.743,75 dengan rincian sebagai
berikut:
a. Anggaran Defisit setelah

Perubahan (Rp268.261.210.446,26)
b. Realisasi Rp 42.426.180.702.5]
Selisih Lebih Rp225.835.029.743,75

Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan
pembiayaan sejumlah Rp 8.061,00 dengan rincian
sebagai berikut:

a. Anggaran penerimaan pembiayaan

setelah perubahan Rp271.761.210.446,26
b. Realisasi Rp271.761.202.385,26
Selisih Kurang Rp (8.061,00)

Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran
pembiayaan sejumlah Rp 0,00 dengan rincian

sebagai berikut:
a. Anggaran pengeluaran pembiayaan
setelah perubahan Rp 3.500.000.000,00
b. Realisasi Rp 3.500.000.000,00
Selisih -

Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto
sejumlah Rp 8.061,00 dengan rincian sebagai
berikut:

a. Anggaran pembiayaan netto

setelah perubahan Rp268.261.210.446,26

b. Realisasi Rp268.261.202.385,26

Selisih Kurang Rp (8.061,00)
Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 huruf b sebagai berikut:

Saldo Anggaran

Lebih Awal Rp271.761.210.446,26
Penggunaan SAL sebagai

Penerimaan Pembiayaan
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Tahun Berjalan Rp271.761.202.385.26

Sub Total Rp8.061,00
Sisa Lebih /Kurang Pembiayaan
Anggaran Rp310.687.383.087.77
Sub Total Rp310.687.391.148,77
Koreksi Kesalahan Pembukuan
Tahun Sebelumnya Rp8.061,00

Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp310.687.383.087,77
Pasal 5
Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 huruf ¢ untuk tahun yang berakhir sampai
dengan 31 Desember 2019:

a. Pendapatan Rp974.331.521.674,10
b. Beban Rp904.193.883.913.70
c. Surplus dari Operasi Rp 70.137.637.760,40
d. Surplus (Defisit) dari Kegiatan

Non Operasional Rp0,00
e. Surplus Sebelum Pos

Luar Biasa Rp 70.137.637.760,40
f.  (Defisit) dari Pos Luar

Biasa (Rp 1.659.695.798,00)
g. Surplus LO Rp68.477.941.962,40

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir
sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut:

Ekuitas Awal Rp1.898.383.863.148,51

Surplus -LO Rp 68.477.941.962,40

Dampak Kumulatif Perubahan Rp 34.634.365.092,15

Kebijakan /Kesalahan Mendasar

Ekuitas Akhir Rp2.001.496.170.203,06
Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalamPasal 1 huruf e per
31 Desember 2019 sebagai bernikut:

Jumlah Aset Rp2.009.936.155.097,24
Jumlah Kewajiban Rp 8.439.984.894,18
Ekuitas Rp2.001.496.170.203.06
Jumlah Kewajiban dan

Ekuitas Dana Rp2.009.936.155.097,24
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Pasal B

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 huruf { untuk tahun yang berakhir sampai
dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut:

Arus Kas Bersih dan Aktivitas

Operasi Rp185.498.325.567,25

Arus Kas Bersih dari Aktivitas

[nvestasi (Rp146.572.144.864,74)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas

Pendanaan Rp 0,00

Arus Kas Bersih dari Aktivitas

Transitoris Rp 0.00

Kenaikan Bersih

Kas Selama Periode Rp 38.926.180.702,51

Saldo Kas 1 Januari 2019 Rp 271.761.202.385,26

Saldo Akhir Kas per

31 Desember 2019 Rp 310.687.383.087.77
Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2019 memuat
informasi baik kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos
Laporan Keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

A. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran terdiri
dari:

- Lampiran [.1 : Ringkasan Laporan Realisasi

Anggaran menurut urusan

pemerintahan daerah dan organisasi,

- Lampiran 1.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran
menurut urusan pemerintahan
daerah, organisasi, pendapatan,
belanja, dan pembiayaan;

- Lampiran 1.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran
Belanja Daerah menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi,
program, dan kegiatan; dan
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. Lampiran XIII

. Lampiran XV

- Lampiran [.4 :

Lampiran II
Lampiran Il
Lampiran IV
Lampiran V
Lampiran VI
Lampiran VII
Lampiran VIII
Lampiran IX
Lampiran X
Lampiran XI

Lampiran XIl

Lampiran XIV :

Lampiran XVI

Lampiran XVIII:
Lampiran XIX

Lampiran XX

. Lampiran

Lainnya

Rekapitulasi Realisasi Anggaran
Belanja Daerah untuk keselarasan

dan keterpaduan urusan
pemerintahan daerah dan fungsi
dalam kerangka pengelolaan

keuangan daerah.

: Laporan Perubahan Saldo Anggaran

Lebih;

: Laporan Operasional;

. Laporan Perubahan Ekuitas;

: Neraca;

: Laporan Arus Kas;

: Catatan atas Laporan Keuangan;

: Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;

- Daftar Rekapitulasi Penyisihan

Piutang Tidak Tertagih;

: Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir

dan Penyisihan Dana Bergulir;

: Daftar Penyertaan Modal (investasi)

Daerah;

Daftar Rekapitulasi Realisasi
Penambahan dan Pengurangan Asect
Tetap Daerah;

: Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;

Daftar Rekapitulasi Konstruksi
Dalam Pekerjaan,;

: Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya,
: Daftar Dana Cadangan Daerah;
. Lampiran XVII :

Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
Daftar Kewajiban Jangka Panjang;

: Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum

diselesaikan sampai akhir tahun dan
dianggarkan kembali dalam tahun
anggaran berikutnya;

: Ikhtisar Laporan Keuangan Badan

Usaha Milik Daerah/Perusahaan
Daerah; dan

. Ikhtisar Laporan Keuangan Desa.

Pasal 11

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2019.

Halaman 12 dari 13 him..



Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 1% A;ud'v; 2020
WALIKOTA BATU,

-

.._——'-'--
DEWANTI RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 2% ﬂ‘-uﬂu; 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

\

[

ZADIM EFFISIENSI

LEMBARAN DAERAH KOTA BATU TAHUN 2020 NOMOR 7/ A
NO REG PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR 133~} /20’1.0

Halaman 13 dari 13 hlm.,



